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Abstrak. Berkaitan dengan konteks batas intra-nasional, batas intra-nasional memerlukan perhatian khusus dalam pemeliharaan dan pemantauan 
garis batas, sebagaimana diatur dalam teori boundary making yang mencakup alokasi, delimitasi, demarkasi, dokumentasi, dan pemeliharaan. 
Namun, di Indonesia belum ada aturan spesifik yang mengatur pemantauan garis batas setelah penetapan, sebagaimana disebutkan dalam 
Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang batas daerah yang hanya mengatur mekanisme dan kaidah penarikan garis batas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui potensi metode Topographic Position Index (TPI) dalam mendukung pemeliharaan batas administratif pada skala 
batas kabupaten menggunakan Digital Elevation Model (DEM) dengan resolusi berbeda, yaitu ALOS AW3D, SRTM V3 Global 1-arcsecond, dan 
DEMNAS serta untuk mengidentifikasi DEM, metode, dan pendekatan yang tepat. Analisis dilakukan pada segmen batas Kabupaten Magelang–
Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang–Kabupaten Wonosobo dengan dua Area of Interest (AoI) berbeda berdasarkan luas wilayah dan 
variasi elevasinya. TPI digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk lahan ke dalam 10 kategori berdasarkan nilai topografi dari neighborhood kecil 
dan besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga kelas utama, yaitu canyons, deeply incised streams; mountain tops, high ridges; dan local ridges, 
hills in valleys, mendominasi peta klasifikasi dengan lebih dari 20% pada setiap kelas. Uji kesesuaian peta terhadap unsur geografis menunjukkan 
akurasi lebih dari 89% pada ketiga DEM, meskipun resolusi masing-masing berbeda. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa metode 
TPI mampu memetakan dan memantau garis batas administratif secara kartometrik tanpa memerlukan survei lapangan langsung, sehingga sangat 
relevan untuk wilayah dengan akses terbatas atau variasi elevasi yang kompleks. Dengan demikian, TPI menawarkan manfaat signifikan dalam 
mendukung pemeliharaan dan pemantauan batas administratif pada batas alam, serta dapat menjadi solusi praktis dalam mengatasi keterbatasan 
regulasi terkait pemantauan garis batas di Indonesia.
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Abstract. In the context of intra-national boundaries, special attention is required for the maintenance and monitoring of boundary lines, as outlined 
in the boundary making theory, which includes allocation, delimitation, demarcation, documentation, and maintenance. However, in Indonesia, 
there is no specific regulation governing the monitoring of boundary lines after their establishment, as mentioned in Permendagri No. 141 of 2017 
concerning regional boundaries, which only regulates the mechanisms and principles for drawing boundary lines. This study aims to explore the 
potential of the Topographic Position Index (TPI) method in supporting the maintenance of administrative boundaries at the district scale using 
Digital Elevation Models (DEMs) with different resolutions, namely ALOS AW3D, SRTM V3 Global 1-arcsecond, and DEMNAS, as well as to identify 
the appropriate DEM, method, and approach. The analysis was conducted on boundary segments between Magelang Regency–Purworejo Regency 
and Magelang Regency–Wonosobo Regency with two different Areas of Interest (AoIs) based on area size and elevation variations. TPI was used to 
classify landforms into 10 categories based on topographic values from both small and large neighborhoods. The results show that three main classes, 
namely canyons, deeply incised streams; mountain tops, high ridges; and local ridges, hills in valleys, dominate the classification map with over 20% 
in each class. The accuracy test of the classification map against geographical features showed more than 89% accuracy for all three DEMs, despite 
their different resolutions. The main finding of this study shows that the TPI method is capable of mapping and monitoring administrative boundaries 
cartometrically without the need for direct field surveys, making it highly relevant for areas with limited access or complex elevation variations. Thus, 
TPI offers significant benefits in supporting the maintenance and monitoring of administrative boundaries, particularly natural boundaries, and can 
be a practical solution in addressing regulatory limitations related to boundary monitoring in Indonesia.
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Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 
pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
  
Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig  
 
Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 
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PENDAHULUAN 
Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah 

satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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NASKAH REVIEW
ARTIKEL PENELITIAN

PENDAHULUAN 
Berkaitan dengan konteks batas intra-nasional, teori 

boundary making pada dasarnya terdiri dari alokasi, 
delimitasi, dan demarkasi. Saat ini teori boundary making 
terus berkembang, salah satunya pada penelitian yang 
dilakukan oleh Pinther et a.l, (2013). Penelitian tersebut 

menambahkan tahapan dokumentasi dan pemeliharaan batas 
yang didalamnya termasuk pemantauan garis batas. Namun, 
di Indonesia belum terdapat aturan spesifik baik secara teknis 
maupun non-teknis yang mengatur perihal pemantauan batas 
daerah (Hidayat et al., 2021). Pemantauan garis batas menjadi 
penting karena batas berdasarkan jenis unsur geografinya 
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terbagi menjadi batas alam dan batas buatan. Pemilihan unsur 
geografi berupa batas alam seringkali memicu perdebatan 
karena kondisi topografi maupun hal-hal lainnya yang dapat 
berubah sewaktu-waktu (Pinther et al., 2013).

Lingkup batas alam biasanya memiliki area dengan 
ketinggian topografi yang variatif, seperti pada area berbukit 
(Wibowo et al., 2019). Area tersebut memiliki aksesibilitas 
yang cukup susah untuk dijamah manusia sehingga perlu 
adanya pendekatan dengan teknologi penginderaan jauh 
untuk merepresentasikan keadaan di lapangan. Salah satu 
data yang dapat digunakan adalah data Digital Elevation 
Model (DEM) yang realis dapat mengidentifikasi terrain 
(Polidori & Hage, 2020). Data ini memiliki keunggulan dalam 
merepresentasikan bentuk lahan yang sulit diidentifikasi 
berdasarkan data planimetrik (x, y) saja, seperti data citra 
(Zufrimar and Zainal, 2023). Hal tersebut, selaras dengan 
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 
141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Kemendagri, 
2017) yang menjelaskan kaidah penarikan garis batas alam 
seperti igir bukit, sungai, dan lain-lain menggunakan metode 
kartometrik dengan data DEM. Penggunaan data DEM 
semakin meningkat di era perkembangan teknologi yang 
berkembang pesat (Hidayat et al., 2016), terlebih lagi untuk 
kepentingan batas wilayah. Berbagai DEM dapat digunakan 
seperti data DEM Nasional (DEMNAS) yang memiliki resolusi 
8,25 m. Meskipun DEMNAS memiliki resolusi yang cukup 
tinggi dibandingkan dengan DEM Global seperti SRTM V3 
Global 1-arcsecond dan Advanced Land Observing Satellite - 
World 3D (ALOS AW3D) yang memiliki resolusi sebesar 30 
meter tetapi DEMNAS merupakan gabungan dari berbagai 
jenis data.

Dalam konteks batas alam, biasanya data yang digunakan 
untuk identifikasi adalah data yang disajikan pada Peta 
Rupabumi Indonesia (RBI), seperti pada penelitian yang 
dilakukan oleh Hidayat, et al., (2021). Meskipun peta RBI 
sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetapi 
data tersebut masih perlu banyak penyesuaian karena diakuisisi 
dari tahun 2000 (Susetyo et al., 2017). Alternatif yang dapat 

digunakan untuk menganalisis unsur geografi adalah dari 
bentuk lahan yang dapat diekstraksi menggunakan metode 
Topographic Position Index (TPI) (Trentin and Robaina, 
2018) (Sutanta and Tiera, 2019). Metode TPI digunakan 
untuk menganalisis suatu ketinggian topografi dan sering 
diaplikasikan dalam bidang geomorfologi, seperti bentuk lahan, 
klasifikasi objek, cekungan, dan lain-lain (Bufalini et al., 2021). 
Berdasarkan hasil analisis TPI ini dapat dijadikan parameter 
untuk analisis lebih lanjut, seperti untuk mengetahui bentuk 
lahan yang dikombinasikan dari nilai TPI skala besar dan 
kecil (Al-husban, 2019). Berdasarkan penelitian (Weiss, 2001) 
dikelaskan menjadi 10 bentuk lahan. Pendekatan otomatis 
menggunakan TPI diharapkan dapat memberikan pemetaan 
bentuk lahan yang lebih akurat dan efisien (Muddarisna et al., 
2020) sehingga dapat mempermudah kebutuhan pekerjaan 
batas wilayah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada 
pemantauan batas wilayah berdasarkan klasifikasi bentuk 
lahan pada data Advanced Land Observing Satellite ALOS 
World 3D (ALOS AW3D), Shuttle Radar Topography Mission 
V3 Global (SRTM V3 Global), dan DEM Nasional (DEMNAS) 
menggunakan metode Topographic Position Index. Hal ini perlu 
dilakukan karena metode TPI untuk klasifikasi bentuk lahan 
pada batas wilayah belum pernah digunakan di penelitian-
penelitian sebelumnya khususnya pada batas alam, seperti 
igir, bukit, dan lembah. Namun, dalam penelitian (Apriyeni 
et al, 2022) menjelaskan bahwa TPI dapat dilakukan untuk 
interpretasi landform di Pulau Lombok dengan menghasilkan 
10 kelas bentuk lahan yang dapat merepresentasikan unsur 
geografi, seperti igir, lembah, dan bukit pada batas wilayah. 
Hal ini, selaras dengan kebutuhan delineasi batas daerah 
khususnya batas alam yang sesuai dengan (Kemendagri, 2017) 
tentang batas daerah. Selain itu, pada penelitian ini dikaji 
DEM terbaik dan dapat digunakan dalam pemantauan batas 
wilayah kabupaten yang memiliki skala 1:50.000. Kemudian, 
dengan penelitian ini penulis menguji metode TPI pada garis 
batas kabupaten yang merupakan garis batas existing hasil 
kesepakatan teknis (Kemendagri, 2013).

Gambar 1. Lokasi penelitian segmen garis batas Kabupaten Magelang - Kabupaten Purworejo hingga Kabupetan Magelang - 
Kabupaten Wonosobo
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METODE PENELITIAN 
Area Studi

Penelitian ini difokuskan pada area segmen batas 
administratif antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten 
Wonosobo hingga Kabupaten Magelang dan Kabupaten 
Purworejo, Jawa Tengah, seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 1. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik 
wilayahnya, di mana 82% batas administratifnya menggunakan 
penanda batas alam dengan elevasi yang beragam. Daerah 
penelitian berada di kawasan strategis yang dikelilingi oleh 
tiga gunungapi kuarter, yaitu Gunung Merapi, Gunung 
Merbabu, dan Gunung Sumbing. Wilayah ini juga mencakup 
empat satuan morfologi utama, yaitu Puncak Gunung, Lereng 
Gunung, Kaki Lereng, dan Perbukitan Bergelombang (Dinas 
ESDM, 2022). Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan lokasi 
tersebut ideal untuk penelitian yang berfokus pada keterkaitan 
antara bentuk lahan dan batas wilayah administratif.

Alur Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tahapan 

berkesinambungan, dimulai dengan pengumpulan data 
spasial dan non-spasial sebagai dasar penelitian. Data 
diolah menggunakan metode TPI, klasifikasi bentuk lahan, 
dan ekstraksi penanda batas untuk menghasilkan informasi 
terstruktur. Selanjutnya, analisis dan uji kesesuaian dilakukan 
untuk menilai validitas penelitian, dengan hasil yang 

menggambarkan keterkaitan antara bentuk lahan dan batas 
wilayah administrasi. Alur tahapan ini dijelaskan secara 
sistematis pada Gambar 2 dan poin-poin berikutnya.

Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, terdapat bahan yang diperlukan 

untuk melakukan pengolahan. Bahan yang digunakan 
berupa data sekunder berupa Digital Elevation Model (DEM) 
yang diunduh pada laman resmi instansi pemetaan. Data 
citra model elevasi tersebut digunakan sebagai data dasar 
pembuatan peta bentuk lahan dengan menggunakan metode 
Topographic Position Index adalah 1) Citra SRTM V3 Global 
1 arc-second resolusi spasial 30 m yang diunduh melalui 
website United States Geological Survey (USGS, 2018) (https://
earthexplorer.usgs.gov/); 2) Citra ALOS AW3D resolusi 30 m 
yang diunduh melalui website Japan Aerospace Exploration 
Agency (JAXA, 2024) (https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/
dataset/aw3d30/aw3d30_e.htm); dan 3) Citra DEMNAS 0,27 
arc-second resolusi 8,25 meter yang diunduh melalui website 
Badan Informasi Geospasial (BIG, 2018) (https://tanahair.
indonesia.go.id/demnas/#/).

Dari ketiga jenis DEM yang berbeda, pada penelitian ini 
penulis menggunakan dua pendekatan luas yang berbeda, 
yaitu Area of Interest (AoI) 1 1 sebesar 378,375 km2 dan AoI 
2 sebesar 1.519,868 km2, seperti yang tertera pada Gambar 
3 yang dilengkapi garis merah berupa garis batas kabupaten 

Gambar 2. Alur penelitian

(a) (b)
Gambar 3. Perbedaan AOI 1 dan AOI 2 (a) AOI 1 dengan luas 378,375 km2; (b) AOI 2 dengan luas 1.519,868 km2
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yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
rentang variasi nilai elevasi, seperti yang tertera pada Tabel 
1 dan luas yang berbeda unutk terhadap bentuk lahan yang 
dihasilkan. Hal ini dilakukan karena garis batas yang dikaji 
memiliki karakteristik spasial yang dipengaruhi oleh faktor 
topografi dan bentuk lahan yang dapat dipahami secara utuh 
dengan mempertimbangkan luasnya. Selain itu, hal ini juga 
untuk mengetahui pengaruh luas AoI yang berbeda terhadap 
bentuk lahan dari hasil pengolahan TPI.

Selain itu, data vektor yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data shapefile (.shp) pada segmen batas Kabupaten 
Magelang – Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang 
– Kabupaten Purworejo. Data vektor ini diperoleh dari 
Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), Badan Informasi 
Geospasial (BIG), yang telah disahkan atau berstatus definitif. 
Meskipun data tersebut sudah bersifat definitif, kajian ulang 
dilakukan karena di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam 
Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Batas Daerah, 
belum ada aturan khusus mengenai pemantauan garis batas 
setelah penetapan. Fungsi data definitif dalam penelitian ini 
adalah sebagai referensi yang sah untuk uji kesesuaian antara 
batas administratif yang telah ditetapkan dengan hasil analisis 
menggunakan metode TPI. Uji kesesuaian ini bertujuan untuk 
memberikan rekomendasi mengenai metode pemantauan 
garis batas yang efektif, khususnya pada batas alam.

Pengolahan Data
a.	 Topographic Position Index dan Klasifikasi Bentuk 

Lahan
Pengolahan TPI ditujukan untuk seluruh DEM yang 

diteliti, yakni ALOS AW3D, SRTM 1 arc-second, dan 
DEMNAS dengan tujuan mengetahui perbedaan rentang nilai 
TPI dan tingkat kedetilan visualisasinya. Prinsip kerja metode 
ini dengan memperhatikan perbedaan antara nilai elevasi 
piksel pusat dan elevasi rata-rata di lingkungan sekitar piksel 
tersebut. Nilai elevasi di lingkungan sekitar diperoleh dari 
nilai radius pada parameter yang diinput. Berikut rumus yang 
digunakan dalam analisis TPI dimana rumus (1) digunakan 

untuk skala kecil sedangkan rumus (2) digunakan untuk skala 
besar (Weiss, 2001).

TPI300 = int((dem – focalmean(dem, annulus, 5, 10)) + 0.5) (1)
TPI2.000 = int((dem – focalmean(dem, annulus, 62, 67)) + 0.5) (2)

Dalam penelitian ini penulis membandingkan hasil 
pengolahan TPI berdasarkan Digital Elevation Model (DEM) 
yang berbeda, ukuran lingkungan di sekitar (neigborhood size), 
dan dari luas area yang berbeda. Perbandingan dari DEM, yaitu 
dengan menggunakan data ALOS AW 3D (resolusi spasial 30 
m), SRTM V3 Global 1 arc-second (resolusi spasial 30 m), dan 
DEMNAS (resolusi spasial 8,25 m). Alasan membandingkan 
ketiga DEM tersebut disebabkan oleh DEM yang dimiliki 
Indonesia berupa data DEMNAS merupakan suatu gabungan 
dari data Inter-ferometric Synthetic Aperture Radar (IFSAR), 
Terra Synthetic Aperture Radar (TERRASAR-X), dan Advanced 
Land Observing Satellite Phased Array type L-band Synthetic 
Aperture Radar (ALOS PALSAR) (BIG, 2018), akuisisi data 
tidak secara langsung dilakukan oleh instansi pemerintah 
Indonesia. Oleh karena itu, dalam penggunaan pemetaan 
skala besar seperti batas wilayah kabupaten ini, perlu adanya 
pengkajian terhadap DEM yang memiliki nilai resolusi 
berbeda agar menganalisis lebih lanjut pengaruh resolusi 
DEM terhadap nilai TPI yang dihasilkan.

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan dengan 
menggunakan software ArcMap 10.8 dengan extention tools 
Topographic Position Index yang diunduh melalui laman 
ArcGIS Code Sharing yang sebelumnya telah dilakukan pada 
penelitian (Reuter & Nelson, 2009). Gambar 2 menunjukkan 
alur penelitian yang diawali dengan masking data DEM 
sesuai dengan area penelitian. Kemudian menginput masing-
masing DEM yang akan diteliti. Selanjutnya mengatur jenis 
rekonstruksi DEM dengan mengubahnya menjadi tipe 
Annulus. Pada tipe Annulus, penulis menginput nilai inner 
radius dan outer radius seperti yang tercantum pada Tabel 2. 
Hal ini perlu dilakukan untuk melihat pengaruh parameter 
yang di-input-kan terhadap hasil pengolahan TPI. Selain itu, 
pada proses selanjutnya, yaitu landform classification akan 
menjadi kombinasi dari TPI 300 (smaller) dengan TPI 2.000 
(larger) dalam menganalisis bentuk lahan.

Tabel 1. Rincian rentang nilai elevasi pada masing-masing DEM dan Jenis AOI

Citra

AOI 1 AOI 2 Selisih

Elevasi Max 
(m)

Elevasi Min 
(m)

Elevasi Max 
(m)

Elevasi Min 
(m)

Elevasi Max 
(m)

Elevasi Min 
(m)

ALOS 3.352 104 3.352 12 0 92

SRTM 3.338 103 3.321 27 17 76

DEMNAS 3.313 98 3.314 17 1 81

Tabel 2. Nilai parameter smaller dan larger Topographic Position Index

SKALA
ALOS (30 m) SRTM (30 m) DEMNAS (8,25 m)

Inner 
Radius

Outer 
Radius

Inner 
Radius

Outer 
Radius

Inner 
Radius

Outer 
Radius

TPI 300 Annulus (Smaller) 5 cell 10 cell 5 cell 10 cell 5 cell 10 cell

TPI 2.000 Annulus (Larger) 62 cell 67 cell 62 cell 67 cell 62 cell 67 cell
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Pengolahan landform classification ini dilakukan 

berdasarkan hasil pengolahan TPI sebelumnya. Kemudian 
secara otomatis dikelaskan menjadi 10 kelas bentuk lahan 
(Jennes, 2006). Pada tahapan ini, penulis melakukan 
pengolahan pada software ArcMap 10.8 yang telah dilengkapi 
extention tools landform classification. Pengolahan ini diawali 
dengan menginput data citra dengan mengkombinasikan 
parameter smaller dan larger pada masing-masing AOI. 
Kemudian dari hasil tersebut dikombinasikan untuk 
mengetahui hasil klasifikasi bentuk lahan. Output dari 
pengolahan ini adalah peta klasifikasi bentuklahan dari data 
DEM ALOS, SRTM, dan DEMNAS pada masing-masing AOI.

b.	 Ekstraksi Penanda Batas 
Tahapan ekstraksi penanda batas dilakukan untuk 

mengetahui titik-titik acuan batas yang terdapat pada area 
penelitian. Ektraksi ini dilakukan dengan menggunakan 
Microsoft Excel untuk mengelola informasi dari Permendagri 
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten 
Magelang Dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa 
Tengah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Batas 
Daerah Kabupaten Magelang Dengan Kabupaten Purworejo 
Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari data tersebut di-import 
ke dalam software ArcMap 10.8 untuk mengetahui posisi dari 
penanda batas. Pilar merupakan salah satu jenis penanda 
batas yang bentuk fisiknya ada di lapangan. Pilar ini memiliki 
beberapa jenis, yaitu Pilar Acuan Batas Utama (PABU), Pilar 
Batas Utama (PBU), dan Pilar Acuan Batas Antara (PABA) 
(Kemendagri, 2013). Sedangkan titik kartometrik merupakan 
penanda batas yang tidak memiliki bentuk fisik di lapangan 
atau hanya secara dijital (Kemendagri, 2013). 

Analisis Data dan Uji Keseuaian
Pada tahap uji kesesuaian dengan segmen garis batas 

kabupaten dilakukan analisis kesesuaian bentuk lahan dengan 
segmen garis kabupaten area yang diteliti. Hasil klasifikasi 
bentuk lahan dengan metode TPI yang merupakan data raster 
dikonversi menjadi data vektor (polygon) berformat shapefile. 
Kemudian melakukan overlay dengan tools Identity. Vektor 
garis batas kabupaten berformat shapefile dikategorikan sebagai 
input features, sedangkan landform classification berformat 
shapefile dikategorikan sebagai identity features. Tahapan ini 
digunakan untuk menganalisis perpotongan geometri input 
features dan identity features sehingga input features akan 
mendapatkan informasi atribut berdasarkan identity features. 

Hasilnya berupa 6 (enam) garis dengan informasi atribut dari 
masing-masing peta landform classification.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemrosesan tumpang 
susun (overlay) maka data atribut yang sudah terintegrasi 
di-export ke Microsoft Excel. Tahapan ini dilakukan untuk 
menganalisis kesesuaian peta landform yang dihasilkan 
dengan unsur geografi yang tercantum pada garis batas. 
Berdasarkan 10 kelas landform (Weiss, 2001) yang dihasilkan 
dari proses klasifikasi. Kemudian, dianalisis berdasarkan 
posisi bentuk lahan yang didukung dari studi literatur gambar 
bentuk-bentuk lahan. Hasilnya berupa total panjang garis yang 
sesuai dan tidak sesuai serta presentase kesesuaian landform 
yang dilewati garis batas.   

HASIL DAN PEMBAHASAN
Topographic Position Index Untuk Klasifikasi Bentuk Lahan

Berdasarkan hasil klasifikasi bentuk lahan dengan 
menggunakan Topographic Position Index menghasilkan nilai 
indeks topografi dengan rentang yang tercantum pada Tabel 
3. Nilai indeks topografi tersebut, terdapat nilai positif yang 
menunjukkan topografi berada di area yang relatif tinggi. 
Selain itu, untuk nilai negatif menunjukkan posisi topografi 
berada di area rendah (Sutanto et al, 2017). 

Pada AOI 1, dari ketiga sumber data DEM berbeda yang 
tercantum pada diagram lingkaran Gambar 5 menunjukkan 
sebagian besar berada pada bentuk lahan yang lembah. Pada 
data ALOS kelas Canyons, deeply incised streams memiliki luas 
sebesar 138,919 km2, yaitu dengan presentase sebesar 36,5%. 
Artinya, posisi Canyons, deeply incised streams memiliki nilai 
TPI 300 dan TPI 2.000 negatif sehingga visualisasinya dapat 
merepresentasikan bentuk lahan yang berada di posisi kanyon 
atau berada di aliran sungai yang paling dalam. Selanjutnya 
luasan tertinggi kedua pada nilai 23,6% seluas 89,845 km2, 
yaitu kelas Mountain top, high ridge. Hal ini dipengaruhi oleh 
nilai TPI 300 dan TPI 2.000 positif sehingga menunjukkan 
posisi bentuklahan yang paling tinggi di puncak gunung 
atau punggungan bukit. Selain itu, terdapat kelas dengan 
luasan yang paling kecil sebesar 0,02 % seluas 0,0890 km2 di 
posisi plains atau datar. Artinya, nilai TPI 300 dan TPI 2.000 
berada di sekitar nilai 0 jadi posisi topografi pada AOI 1 hanya 
menunjukkan sedikit area yang memiliki topografi yang 
bener-benar datar. 

Pada AOI 2, dari ketiga sumber data DEM berbeda yang 
tercantum pada Gambar 5 menunjukkan sebagian besar 
berada pada bentuk lahan lembah. Pada data ALOS memiliki 

Tabel 3. Rentang nilai Topographic Position Index dari parameter smaller dan larger neighborhood size masing-masing AOI

DEM

AOI 1 AOI 2 Selisih

TPI 
Maksimal TPI Minimal TPI Maksimal TPI Minimal TPI 

Maksimal
TPI 

Minimal

ALOS (Smaller) 131,351 -130,161 131,351 -130,161 0,00 0,00

SRTM (Smaller) 126,427 -137,52 128,427 -121,911 2,00 15,61

DEMNAS (Smaller) 101,931 -95,8923 27,2339 -26,0484 74,70 69,84
ALOS (Larger) 991,384 -386,887 917,034 -250,176 74,35 136,711

SRTM (Larger) 983,529 -391,502 893,279 -243,111 90,25 148,391

DEMNAS (Larger) 960,861 -385,580 212,270 -129,076 748,591 256,504
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luas sebesar 136,092 km2 yaitu dengan presentase sebesar 35,6 
%. Artinya, posisi Canyons, deeply incised streams memiliki 
nilai TPI 300 dan TPI 2.000 negatif sehingga visualisasinya 
dapat merepresentasikan bentuklahan yang berada di posisi 
kanyon atau berada di aliran sungai yang paling dalam. 
Selanjutnya luasan tertinggi kedua pada nilai 25,5% seluas 
99,350 km2, yaitu kelas mountain top, high ridge. Hal ini 
dipengaruhi oleh nilai TPI 300 dan TPI 2.000 positif sehingga 
menunjukkan posisi bentuklahan yang paling tinggi di puncak 
gunung atau punggungan bukit. Selain itu, terdapat kelas 
dengan luasan yang paling kecil sebesar 0,02 % seluas 0,104 
km2 di posisi plains atau datar. Artinya, nilai TPI 300 dan TPI 
2.000 berada di sekitar nilai 0 jadi posisi topografi pada AOI 1 
hanya menunjukkan sedikit area yang memiliki topografi yang 
bener-benar datar. 

Berdasarkan visualisasi peta yang dihasilkan dengan 
pendekatan menggunakan AOI 1, seperti pada Gambar 6 
dengan cakupan area kecil tidak menunjukkan perbedaan 
yang signifikan. Meskipun ketiganya memiliki resolusi spasial 
yang berbeda, yakni DEMNAS resolusi 8,25 m serta ALOS 

dan SRTM resolusi 30 m. Selain itu, nilai yang parameter yang 
digunakan sama seperti pengolahan TPI sebelumnya yang 
merupakan kombinasi antara smaller dan larger neighborhood 
size dengan type Annulus. Berbeda halnya dari penelitian 
(Sutanta & Tiera, 2019) yang menggunakan type rectangle dan 
circle secara terpisah.

Berbeda halnya dengan hasil visualisasi AoI 1 yang 
ditunjukkan pada Gambar 6, pada AoI 2 terlihat perbedaan 
yang cukup siginifikan pada data DEMNAS yang tertera 
pada Gambar 7. Selain itu, pada diagram lingkaran AoI 
2 data DEMNAS didominasi oleh Canyons, deeply incised 
streams dan Midslope drainage dengan selisih kurang dari 2 % 
sedangkan pada AoI 1 memiliki selisih lebih dari 13 %. Hal 
ini menunjukkan bahwa cakupan area akan memengaruhi 
hasil dari klasifikasi bentuk lahan. Meskipun data dan 
parameter yang digunakan sama seperti AoI 1. Temuan ini 
akan memberikan pertimbangan agar persiapan dan data yang 
digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Jadi, apabila dilihat dari sebaran setiap kelasnya, hanya 
beberapa kelas yang didistribusikan dengan baik, seperti kelas 

(a)	 ALOS AW3D, AOI 1 (b) SRTM, AOI 1 (c) DEMNAS, AOI 1

              

(d) ALOS AW3D, AOI 2 (e) SRTM, AOI 2 (f) DEMNAS, AOI 2

Gambar 5. Presentase luas klasifikasi bentuk lahan pada masing-masing data dan pendekatan 

Gambar 6. Hasil klasifikasi bentuk lahan AoI 1 pada masing-masing data dan pendekatan  
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canyons, deeply incised streams, upland drainages, headwaters; 
local ridges, hills in valleys; dan mountain tops, high ridges. 
Keempat kelas tersebut merupakan jenis bentuk lahan yang 
mendominasi pada data ALOS dan SRTM sehingga bentuk 
lahan pada AOI 2 dapat tergambarkan dengan baik. Namun, 
pada data DEMNAS distribusi di setiap kelasnya lebih beragam 
lagi, seperti pada kelas canyons, deeply incised streams, upland 
drainages, headwaters; u-shaped valleys; local ridges, hills in 
valleys; upper slopes, mesas; dan mountain tops, high ridges. 
Hal ini dipengaruhi oleh resolusi DEMNAS yang tinggi. Selain 
dari 6 (enam) kelas pada data DEMNAS, dilihat dari visual 
hanya tergambarkan di beberapa blok area yang menyebar 
dan apabila zoom in tampilannya berupa kotak dari tiap piksel 
berdasarkan resolusi dari sumber data DEM nya. 

Ekstraksi Penanda Batas
Hasil ekstraksi penanda batas antara segmen garis batas 

Kabupaten Magelang – Kabupaten Purworejo dengan segmen 
garis batas Kabupaten Magelang – Kabupaten Wonosobo 
adalah berupa sebaran pilar dan titik kartometrik berdasarkan 
Permendagri Nomor 8 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 15 
Tahun 2013. Berdasarkan hasil ekstraksi didapatkan sebanyak 
25 titik penanda batas yang terdiri dari pilar (PBU, PABU, dan 
PABA) serta titik kartometrik (TK) dengan menghubungkan 
sebanyak 24 garis batas alam seperti informasi yang tertera 
pada Gambar 4. 

Uji Kesesuaian
Pada penelitian ini, uji kesesuaian dilakukan dengan cara 

mencocokan bentuk lahan dengan data batas definitif BIG 
yang memiliki informasi unsur geografi alam berupa sungai 
dan igir bukit. Hal ini juga, seperti penelitian yang dilakukan 
oleh (Hidayat et al, 2021) yang menganalisis garis batas 
dengan metode tumpang susun (overlay). Dari 10 kelas bentuk 
lahan, 7 diantaranya, seperti pada Tabel 4 digunakan untuk 
uji kesesuaian dengan unsur geografi yang terdapat pada data 
batas wilayah definitif BIG. Uji kesesuaian dilakukan dengan 
metode tumpang susun antara penanda batas dengan peta 
klasifikasi bentuk lahan dengan menghasilkan visualisasi 
seperti Gambar 6 dan Gambar 7.

Jadi berdasarkan hasil perhitungan uji kesesuaian 
dengan garis batas segmen Kabupaten Magelang – Kabupaten 
Purworejo hingga Kabupeten Magelang – Kabupaten 
Wonosobo diperoleh nilai lebih dari 89% sesuai, seperti yang 
tertera pada Tabel 5. Hal ini seperti pada beberapa 
penelian yang dilakukan oleh  (Apriyeni et al, 2022), 
(Muddarisna et al, 2020), (Sutanta & Tiera, 2019) yang 
menghasilkan akurasi lebih dari 85%. Artinya, metode ini 
dapat digunakan sebagai alternatif pemantauan batas secara 
efektif dan efisien apabila penanda batas alam yang didominasi 
oleh terrain bergunung. Meskipun  penggunaan DEM dengan 
resolusi rendah tidak memenuhi skala maksimum peta RBI 
tetapi fungsi dari peta bentuk lahan yang dihasilkan dalam 
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penelitian ini adalah sebagai acuan dalam pemantauan batas 
wilayah

Secara keseluruhan, DEM dari berbagai sumber sudah 
sesuai dengan garis batas kabupaten. Hal ini dipengaruhi 
oleh akuisisi data batas atau penarikan garis batas yang sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
(Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan 
Batas Daerah. Di dalam peraturan tersebut mengatur 
teknis pelaksanaan akuisisi data batas kabupaten dengan 
menggunakan skala minimal penyajian peta sebesar 1:100.000. 
Dilihat dari Peta Rupabumi Indonesia salah satu layernya 
merupakan vektor batas yang memiliki skala 1:25.000 tetapi 
dikelola dalam geodatabase Katalog Unsur Geografi Indonesia 
(KUGI) skala 1:50.000. Berdasarkan perhitungan dengan 
menggunakan teori Waldo Tobler (1987) yang dihitung 
dengan cara sebagai berikut:

Jika skala = , maka Resolusi spasial (Rs) =  (3)

Hasilnya tertera pada Tabel 5. maka peta yang dihasilkan 
dari berbagai DEM tidak memenuhi untuk kepentingan 
updating peta RBI. Namun, untuk kepentingan pemantauan 
batas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber 
data dengan resolusi yang rendah karena pada prinsipnya 

pemantauan batas memperhatikan pola garis batasnya. Dalam 
hal ini pola garis batas dapat tergambar dengan cukup baik 
dengan menggunakan parameter dan metode Topographic 
Position Index. 

KESIMPULAN
Pemantauan batas wilayah tingkat kabupaten, khususnya 

pada segmen garis Kabupaten Magelang–Kabupaten 
Purworejo hingga Kabupaten Magelang–Kabupaten 
Wonosobo, menunjukkan bahwa data Digital Elevation Model 
(DEM) seperti ALOS AW3D, SRTM V3 Global, dan DEMNAS 
dapat diolah menggunakan metode Topographic Position 
Index (TPI) untuk menghasilkan klasifikasi bentuk lahan 
dengan akurasi lebih dari 89%. Hasil klasifikasi menunjukkan 
tiga bentuk lahan dominan (canyons, deeply incised streams; 
mountain tops, high ridges; dan local ridges, hills in valleys), 
yang secara kartometrik mendukung pemantauan garis batas 
administrasi pada wilayah dengan karakteristik alamiah.

Meskipun data DEM yang digunakan merupakan Digital 
Surface Model (DSM) yang merepresentasikan permukaan 
objek, hasil analisis tetap menunjukkan bahwa metode TPI 
mampu memetakan batas secara efektif pada skala kabupaten. 
Untuk mendukung akurasi lebih tinggi, rekomendasi ke depan 
adalah menggunakan data Digital Terrain Model (DTM) 
yang lebih mencerminkan kondisi topografi sebenarnya. 

Tabel 4. Bentuk lahan hasil pengolahan TPI dan unsur geografi yang sepadan

No Landform Unsur Geografi
1 Lembah, aliran sungai yang menoreh dalam (Canyons, deeply incised streams) Sungai
2 Drainase lereng tengah, lembah dangkal (Midslope drainages, shallow valleys) Sungai
3 Drainase dataran tinggi, hulu sungai (Upland drainages, headwaters) Sungai
4 Lembah berbentuk U (U-shaped valleys) -
5 Dataran (Plains) -
6 Lereng terbuka (Open slopes) -
7 Lereng atas, punggung bukit dengan puncak yang datar (Upper slopes, mesas) Igir bukit
8 Punggungan lokal, perbukitan di lembah (Local ridges, hills in valleys) Igir bukit
9 Punggungan lereng tengah, bukit-bukit kecil di dataran (Midslope ridges, small hills in plains) Igir bukit

10 Puncak gunung, punggung bukit tinggi (Mountain tops, high ridges) Igir bukit

Tabel 5.  Hasil uji kesesuaian peta hasil penelitian dengan batas definitif BIG

Pendekatan DEM Hasil Uji Kesesuaian

AOI 1
ALOS 92,097%
SRTM 92,510%

DEMNAS 93,120%

AOI 2
ALOS 92,510%
SRTM 91,847 %

DEMNAS 89,267%

Tabel 5. Skala maksimum peta
Data Skala Terdeteksi dalam meter Resolusi Spasial (m)

Vektor RBI 1:25.000 25 12,5
Geodatabase RBI 1:50.000 50 25

Citra ALOS 1:60.000 60 30
Citra SRTM 1:60.000 60 30

Citra DEMNAS 1:16.500 16,5 8,25
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Selain itu, metode TPI berpotensi dikembangkan untuk 
pemantauan batas pada skala yang lebih kecil, seperti batas 
desa, maupun pada skala lebih besar, seperti batas provinsi, 
dengan penyesuaian terhadap resolusi DEM dan cakupan 
wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan data 
DEM dengan metode TPI untuk mengklasifikaskan bentuk 
lahan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mendukung 
pemantauan batas administrasi yang akurat dan efisien.
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Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 
pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
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Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 
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satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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